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BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2O2O

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEI.IYANDANG DISAE}ILITAS

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifai
universal dan langgeng sehingga harus dilindungi,
dihormati, dan dipertahankan;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Penyandang Disabilitas masih mensalami berbagai bentuk
diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;

c. bahwa untuk menjamin pelindungan dan pemenuhan hak
bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum
sebagai pelaksana Peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang pelindungan dan pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat 1. fasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagake4'aan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2003, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 43OI);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di provinsi Nusa
Tenggara Barat (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4872);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
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7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
i++, tambafran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20ll tentang
Pengesahan Convention On fire Right Of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5251);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa. kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 69, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5539), sebapimana telah diubah
dengan Peraturan Femerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Ferubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksa-naan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 terrtang Desa (Iembararr
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 4I,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632t1;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabittas;

l4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
3O/PRT/M/20O6 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2O16
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1O37);
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Dengan Fersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN I,OMBOK UTARA
Dan

BUPATI IOMBOK UTARA

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten lombok Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten hmbok Utara.
3. Bupati adalah Bupati lombok Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Iombok Utara
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjasi kewenangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Bel,anja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Iombok
Utara.

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
frsik, intelelrtual, mental, dan/atau sensorik dafam jangka waktu lama
yang dalam berinteral<si dengirn lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipa.si secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

9. Hak Penyandang Disabilitas adalah Seperang!<at hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupa,.kan Anugerahnya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.

lO. Sistem Pendidikan Khusus adalal" sistem pendidikan bagi peserta
didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan
bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual
dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

11. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan
yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang
memiliki ketrainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu
lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pa.da
umunrnya.

12, Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur,
jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapa.t
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berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. penyelenggara Pendidikan adalah pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Kemandirian penyandang disabilitas adatah kebebasan dan/atau

ketidaktergantungan orang dengan disabilitas kepa.da pihak lain datam
menjalalkan berbagai aspek kehidupan dan penglidupannya.

15. Penghormatan adalah sikap menglrargai atau menerima keberadaan
Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang'

16. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk
melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi,
melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

18. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang
Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau
kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

19. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya disabilitas yang
disandang seseorang.

2O. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang
dan/atau menyediakan akses kepa.da Penyandang Disabilitas untuk
menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan
masyarakat.

21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disedialan untuk Penyandang
Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

22. Bangtnant Umum darl lingkungan adalah semua bangunan, tapak
bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang rlimiliki oleh
Pemerintah Daerah dan Swasta rnaupun perorangan yang berfungsi selain
sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan
oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.

23. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri
untuk memungkinkan penyandang disabilitas marnpu melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

24. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan
terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapa.t
mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.

25. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan rnesyarakat.

26. Bantuan Sosial adalah upa.ya pemberian bantuan kepada penyandang
disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

27. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upa.ya perlindungan dan
pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat
mewujudkan taraf hidup yang wajar.

28. Tenaga Ke{a Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan
kegiatan secara serta mempunyai bakat, minat dan
kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

29. Pelatihan keg'a adalah kegiatan untuk member, memperoleh,
mening!<a.tkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifrkasi jabatan atau pekeg'aan.

3O. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan
sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
dibentuk oleh rnasyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.
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Pelaksanaan Petindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
bertujuan untuk:
a. mewujudkan Penglrormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

6sa'sf 641111sia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara
penuh dan setara;

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas,
adil, sejahtera l,ahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi,
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,serta pelanggaran hak asasi
manusia; dan

e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri
serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang
dimilikinya untuk menikrnati berperan serta berkontribusi secara optimal,
aman,leluasa, dan berrnartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa,
bernegara,dan berrrrasyarakat.

BAB II
RUANG UNGKUP

Pasal 3

Ruang linglup Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
meliputi:
a- Ragam Penyandang Disabilitas;
b. Hak Penyandang Disabilitas;
c. Pelaksanaan Penghormatan, Ferlindungan, dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas;
d. Koordinasi;
e. Pendanaan;
f. Peran Serta Masyaral<at; dan
g. Penghargaan.

BAB III
RAGAM PEI{YANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
a. Penyandang Disabilitas fisik;
b. Penyandang Disabilitas intelektual;
c. Penyandang Disabilitas mental, dan/atau
d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(21 Ragam Penyandang Disabilitas sebaga.imana dimaksud pa.da ayat (1) dapat
diafami secara tunggal, ganda, atau multi yang ditetapkan oleh tenaga
medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(l) Penyandang Disabilitas berhak atas:
a. tridup;
b. bebas dari stigma;

t
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c. pnvasr;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekeqiaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pa.riwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan diliblafl€n dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasl;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana rtimaftsud pada ayat (l),
perempuan Penyandang Disabilitas berhak atas:
a. kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berl-apis; aand. Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan

eksploitasi seksual.
(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimalsud pada ayat (r),

anak Penyandang Disabilitas berhak atas:
a. Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan,

eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuktumbuh kembang secara optimal;
c. perlindungan kepentingannya dalam pengambilan keputusan;d. perlakuan secara manusiawi sesuai aendn martabai dan hak anak;e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
f' perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial

dan pengembangan individu; dan
g. pendampingan sosial.

BAB V
PEI,AKSANAAN PENGHORMATAN, PEUNDUNGAN,

DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

v. bebas dari tindakan
eksploitasi.

Dislrriminasi, penel,antaran, penflksaan, dan

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

, Pelindungan, dan pemenuhan Hak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Dalam pelaksanaan penghormatan
Penyandang Disabilitas, hak hidup
ayat (l) huruf a meliputi hak:
a. atas Penghormatan integritas;
b. tidak dirampas nyawanya;

Seldapatkan perawatan dan penga.suhan yang menjamin kelangsunganhidupnya;

FP"" 9.t penelantaran, pernasungan, pengurungan, dan penguciLan;
bebas dari.rncarnan dan berbagai U."i if efsptoitasi; dan t

c-

d.
e.



Ddam pel.aksanaan Penglrormatan, Pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalem
Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan
pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak privasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) huruf c meliputi hak:
a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapa.t menuntut dan memperoleh

perlakuan serta Pelindungan y:rng sama sesuai dengan martabat manusia
di depan umum;

b. membentuk sebua.h keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah;

c. Penghormatan rumah dan keluarga;
d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dane. dilindungi keriahasiaan atas data pribadi, surat, dan bentuk fomunikasi

pribadi lainnya, tennasuk data dan informasi kesehatan.

f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal I O

Pasal 7

(l) Pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas wajib dirumuskan oleh pemerintah Daerah dararnrenctrna induk yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan
evaluasi;

(2) Perumusan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirumuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundani_undangan.

Keadlan.ffffi;*L Hukum

Dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
fenyandang Disabilitas,_ hak keadiran dan perliniung". t "t"* *Lg"i-.rr"
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf d mitiputi trak:
3. 1t"l perlakuan yang sama di hadapan hukum;b. diakui sebagai subjek hukum;
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk 6rang untuk mewakili

kepentingannya dalam urusan lieuangan;
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dannonperbankan;
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;g. lt : Pelindungan dari segala tekanan, t ite"adn,
. Dislaiminasi, dan/atau perampasan atau peneambilalih; h"t fuGh. p"dF dan menunjuk orang untuk mewakii k pe"drd;"y;--adl urkeperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dani. dilindungi hak kekayaan intelektuahyl.

+



(1) Untuk memenuhi hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal lO, Femerintah Daerah w4jib:
a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek

hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan
lainnya;

b. menyediakan bantuan hukum kepada penyandang Disabilitas; dan
c. melakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum penyandang

Disabilitas kepada masyarakat dan aparatur neg:rra.
121 Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) huruf b diberiten

dalam setiap pemeriksaan perkara perdata dan/atau pidana oleh
lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c meliputi:
a. pencegahan;
b. pengenalan tindak pidana; dan
c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Pasa] I I

Bagial Ketiga
Pendidikan

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 ayat (1) huruf e meliputi hak:
a- mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua
- jenis,jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b- memiliki kesamaan kesempatar untuk menjadi pendidik atau tenaga

kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan;

c. memiliki kesamaan kesempa.tan sebagai penyelenggara pendidikan yang
bermutu pada satuan pendidikan di semua .;enis, .ialirr, aan 3enianlpendidikan; dan

d. mendapatkan akomodasi yang l-ayak sebagai peserta didik.

Pasal 13

(l) untuk memenuhi hak pendidikan sebagaimana dimaksud datam pasal
12, Pemerintah Daerah wajib:
a- menyelenggarakan dan/atau memfas itasi pendidikan untuk

Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
sesuai dengan kewenangannya;

b- mengikutsertakan gnak penyandang Disabilitas daram program wajib
belajar 12 (dua.b-h:) -EIy" dan menguromakan arrai. eEnyanaang
Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinigJry";c. menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyanaang niaulitas
berprestasi yang orang tuanya tidak -"-p, 

" _"*Li.y"i
pendidikannya;

d' memfasilitasi penyandang Disabilitas untuk memperajariketerampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemanairian aanpartisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan
sosial;

e- memfas itasi pembentukan Unit rayanan Disabilitas untukmendukung penyelenggaraan pendidikan- inklusif tingkat a"*, a".menengah; dan
f. memfasilitasi lem_baga penyelenggara pendidikan daram menyediakan

Akomodasi yang l,ayak. t



t2l penyelenggaraan dan/atau fasilifesi pendi$kan Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam sistem
p"raia*"r, nasional melalui pendidikan inklusil dan pendidikan khusus.

(3) keterampilan dasar sefuageirnana dimaksud pada ayat (l) huruf d

meliputi:
a. keterampilan menulis dan membaca huruf broiJle untuk Penyandang

Disabilitas netra;
b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang

Disabilitas;
d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang

bersilat augmentatif dan alternatif; dan

e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari
komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 14

Untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah, Penyandang
Disabilitas yang tidak berpendidikan formal harus mengikuti program
kesetaraan pendidikan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf e berfungsi untuk:
a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenage kependidikan di

sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang
Disabilitas;

b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang
Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;

c. mengembangkan program kompensatorik;
d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan

peserta didik Penyandang Disabilitas;
e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan

calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
g. menyediakarr layanan konsultasi; dan
h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam

upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang
Disabilitas.

{21 Pada jenjang pendidikan tinggi, Pembentukan Unit tayanan Disabilitas
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(l) Untuk memenuhi hak pendidikan sefagairnana dimaksud dalam Pasal
12, Penyelenggara Pendidikan wajib:
a. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas; dan
b. menyediakan Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang

Disabilitas.
(2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Penyelenggara Pendidikan dengan tujuan:
a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenag, kependidikan dalam

menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
b. menga.wasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang l,ayak;
c. menydiakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang

Disabilitas;
d. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilita.s;t

Pasal 16



(3)

(41

e. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter,
psikolog, atau psikiater; dan

f. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem
pendidikan inklusif kepa.da pendidik, tenaga kependidikan, dan
peserta didik.

Peningkatan kompeterrsi pendidik dan tenaga kependidikan dalarn
menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
Pemberian sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan
inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r aapai ditakut<an
melalui:
a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidlk *mUf,

reguler;
e. bantuan guru pembimbing khusus dari pemerintah Daerah; danf. tug.: belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik

sekolah reguler.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HakPenyandang Disabilitas, hak pekerjaan, keirausahaan, dan toperasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (l) huruf f melip.rii t rt ,a- memperoleh pekerjaan yang diserenggarakan oleh pemerintah Daerah atau

swasta tanpa Diskriminasi;
b. memperoleh upah yang dengan tenaga keda yang bukan

Penyandang Disabilitas daram jenis pekerjaan dan tanggun! i"i,"u y"rrg
sama;

Bagan Keempat
Pekeg'aan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 18

c.
d.
e.
f.
c.

h.

memperoleh Akomodasi yanC layak dalam pekerjaan;
tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
mendapatkan pmgram kembali bekerja;
penempatan kerja yang adil, proporsional, dan berrrartabat;
memreroleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta
segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
memajukan usaha, memiliki pekerjlan sendiri, wiraswasta,
pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

(1) Untuk memenuhi hak pekeg'aan, kewirausahaan, dan koperasi
sebagaimana dimaksud daram pasar 17, pemerintah Daerah wajib: 'a. menjamin proTs - rekrutrnen, penerimaan, pelatihJn kerja,penempatan keg'a, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier

yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada nenyanaaig oisaiifitas;b. memberikan kesempatan kepada 
- penyandang Dlsab itas untukmengikuti pel,atihan. keterampilan kerja di lem6aga pelatihan 

-kerja
Pemerintah Daerah darl ata:u swasta;

c' melakukan sosialisasi penyediaan Akomodasi yang Layak danfa:itj3j yanC mudah diakses oleh tenaga tl{i eenyanaang
Disabilitas;

d. meqlamin akses yang _setara bagi penyandang Disabilitas terhadap
manfaat dan program daram sistem jaminan sosiar nasionar di bidani
ketenagakerl'aan;

e. memberikan insentif kepa.da perusahaan swasta yang

o
a



mempekerl'akan Penyandang Disabilitas;
f. membentuk Unit t ayanan Disabilitas pada dinas yang

menyelenggaralan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenaga-kerjaan;

g. memberikan jaminan, klindungan, dan pendarnpingan kepa.da
Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan
usaha;

h. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri,
badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh
Penyandang Disabittas;

i. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepa.da unit
. usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang Disabilitas;j. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha

mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang Disabilitas; dank. memberikan pel,atihan kewirausahaan kepada penyandang
Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

frmba-Sa pelatihan ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perund-ang-
undangan.
Anggaran pembentukan unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f berasal dari Anggaran eendafatan aan eehnja
Daerah.

Pasal 19

Dalam hal memberikan jaminan, pelindungan dan pendampingan
berwirausaha serta memperluas peruang dalam pengadaan barang a.r, i*""sebagaimana dimaksud daram pasal 18 ayat-(l) huruf g a"i rr"*r i
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-rindangan.

Pasal 20

Tugas unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g ayat(1) huruf f meliputi:
a. merencanakan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak ataspeke{aan Penyandang Disabilitas;
b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah Daerah, danperusahaan swasta mengenai proses rekmtmen, penerimaan, pelatihan

kerja, penemnatan !ep1, keberlanjutan keg'a, dan' pengembangin- karier
yang adil dan tanpa Dislciminasi kepada penyandang OiLtimaJc- menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja peiyandang Disabilitas;d. menyediakan pendampingan kepa.da pem6eri r.4. yung 

^"ri".i.rr" L.r"g"ke{a Penyandang Disabilitas; dan
e. mengoordinasikan unit Layanan Disabilitas, pemberi Kerja, dan tenegakerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat eantu te4a untrtPenyandang Disabilitas.

(2t

(3)

(4)

Pasal 2 I

Untuk memenuhi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1g, pemberi keda wajib:
a. memberi upah kepada tenaga keqia penyand"r,g Disabiitas yang sarna

delg]n tenaga kerja yang bukan penyandang 6isabilit"" a""!ri;"-"i"
- pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
b. menyediakan Akomodasi yanb GVak dan fasilitas yang mudah

diakses-oleh tenaga keda penyandrrrg Oisabilitas;
c. membuka mekanisme pengaduan atas tiaat terpenuhi hak

(t)

v



Penyandang Disabilitas; dan
d. menjamin agar Penyandang Disabittas dapat melaksanakan hak

berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
(21 Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi administratif berupa.:
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan operasional;
c. pembekuan izin usaha; dan
d. pencabutan izin usaha.

Pasal 22

Pasal 24

(1) Dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang Disabititas, pemberi
Keq'a dapat:
a. melakukan ujian penempa..tan untuk mengetahui minat, bakat, dan

kemampuan;
b- menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan

proses Lainnya yang diperlukan;
c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi

disabilitas; dan
d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengeg'aan tes sesuai dengan

kondisi Penyandang Disabilitas.
(21 PdT. .penempatan tenaga kerja penyandang Disabilitas berdasarkan

hasil qiian penempatan sebagaimana aimal<sud pada ayat (l) huruf a,
Pemberi Kerja dapat:
a- memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awalmasa kerja untuk menentukan apa yang diperluka-i, termasuk
- penyelenggaraan pelatihan atau magang;
b. menyediakan tempal bekeq'a yang netsiuel dengan menyesuaikan

kepada ragam disabiliras tanpa mengurangi target Iugas kerj.a;c. menyediakan wakhr istirahat;
d. menyedia-kan jadwal kerja yang fleksibel dengan 6gtap memenuhi

alokasi walrtu kerja;
e. memberikan a;islensi_ dalam pelaksanaan pekerjaan dengan

memperhatikan kebutuhan khusus penyandang Oisabilitas; danf- memberikan izin atau cuti khusus untuk pengo-batan

Pasal 23

(l) Untuk memenuhi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
sebagairnana dimaksud datam pasar 1g, Badan usana piitit Daerah'wajib
mempekerjakan paling sedikit 2o/o (dua persen) penyandang Disabilitas
dari jumlah pegawai atau pekda.

(21 Perusahaan swasta dalam pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pa.daayat (1) wajib mempekerjakan paling sedikit lo/o (satu n "."yPenyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bagian Kelima
Kesehatan

Dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HakPenyandang Disabilitas, hak kesehatan sebaga.imana dimaksud datarn pasar 5ayat (1) huruf g meliputi hak:
a. mempercleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses darampelayanan kesehatan;
b. memperoleh kesamaan dan kesempa.tan akses atas sumber daya di bidangkesehatan;

L
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c. mempercrleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang ernarr,
bermutu, dan terjangkau;

d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung
jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya;

e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
g. memperoleh Pelindungan dari upa,ya percobaan medis; dan
h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan

yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 25

(l)

(l) untuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,
Pemerintah Daerah wajib:
a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pa.sien penyandalg

Disabilitas;
b. menyedialan fasilitas pelayanan kesehatan kepada penyandang

Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan kitentuan
peraturan perundang-undangan;

c. memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang Disabilitas tanpa
Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketEntuan peraturan
perundang-undangan;

d- menyediakan tenega kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan dalem pelayanan kesehatan bagi penyandang Disabilitas
dari iasilitas kesehatan tingkat pertama sampai te Ungkat taiiut;

e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Fenyandang
Disabilitas;

f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh
Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam
disabilitasnya;

g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan
kebutuhan dan ragam disabilitasnya;

h- menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di w ayahay a ar,lr
mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang oisitilitaJ;i. menjamin akses bagi penyandang Disabilitas te.-had"p ftuyanan air
bersih; dan

j. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yans layak.
(2) P-9mbena1 peLayanan kesehatan bagi penyandan! nisabiritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf c harus aiUe.it a" oleh tenege telnatan
yang memiliki kompetglsi lan kewenangan untuk melakukin pelayanan
terhadap Penyandang Disabilitas.

(3) Ketersediaan petayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang
Disabili-tas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f dirancang untuk
meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas teuif, un3ut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 26

(21

Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasar 25
ayat (21 belum tersedia, tenaga,kesehatan yarrg ada di fasilitas petayanan
keseha-tan tingkat pertama- wajib merujuk i..paa. tenega kesenltari yang
memiliki kompetensi dan kewenangan daram pelayanin kesehatan "bafi

felfgndang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
Rujukan- kepada tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal daiam t""t"r.pengiriman pa.sien dan spesimen dan melalui telemedisin.
mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.'

r
(3)



Pasal27

Dalam pemberian pelayanan kesehatan bag Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tindakan medis oleh tenaga
kesehatan w4iib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan pe, undang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang
dibutuhkan oleh Penyandang Disabittas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 29

(U

(21

(3)

( 1)

(21

Untuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasat 24,
rumah sakit umum yang merryediakan pelayarran psikiatri wqjib
memberikan pelayanan kepa.da Penyandang Disabilitas sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
pemberian pelayanan psikiatri oleh rumah sakit umum 56fagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pasien penyandang ULbrutas
mental.
Fasilitas perawatan untuk pasien penyandang Disabilitas mental harus
dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

Pasal 3O

Untuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,
Penyelenggara pel;ayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan
informasi tentang disabilitas.
l.ayanan informasi sebagiaimana dimaksud pada ayat (l) termasuk
informasi mglSenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia rragi
Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam
Politik

Pasa] 31

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) huruf h meliputi hak:
a. memilih dan dipifih dalam jabatan publik;
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam

pemilihan umum;
d. membentuk, menjadi,anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat

dan/atau partai politik;
e. membentuk dan bergabung dal:rn organisasi penyandang Disabilitas danuntuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokil, nasional, dan

internasional;
f- berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua

tahap dan/atau bagan penyelenggaraannya;
g. memperoleh Aksesibilitas pa.da sarana dan prasarana penyelenggaraan

pemilihan umum, pe-i$* Gubernur, pemilihan Bupati, ain pefritrran
kepala desa atau nama lain; dan

h. memperoleh pendidikan politik.

l-



Untuk memenuhi hak politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31,
Pemerintah Daerah wajib:
a. menjamin agar Penyandalg Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif

dan penuh dalam kehidupan politik dal publik secara langsung atau
melalui perwakilan;

b. menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas untuk
memilih dan dipilih; dan

c. menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan
keragaman disabilitas dslam pemilihan umum, pemilihan 

-Gubernur,

Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Pasal 33

fenjlrynan hak politik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf c meliputi jaminan untuk:
a. berpartisipa.si langsung untuk ikut flararn ksgiatan dalam pemilihan

umum, psmilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepata desa
atau nama l,ain;

b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum,
pemilihan Gubernur, Bupati dan pemirlfiill kepala desa atau nama lain;c. kepastian bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat
layak, dapa.t diakses, serta mudah dipahami dan digunai<an;

d. melindungi memilih secara rahasia tanpa intimidaJ;
e- melindungi pencalonan diri dalam psmirihan, memegang jabatan, dan

melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingLt iemerintahan;f- dapat memanfaatkan penggun.ran teknorogi uaru ?aram petatsanaan
tugas;

g. neUelasa1 memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simuLasi dalam se.rap i"rr.p"r,
dalarn pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan
kepala desa atau nama l,ain; dan

i' terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan
Gubemur, Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Pasal 32

Bagian Ketujuh
Keagam2sl

Pasal 34

Pasal 35

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak keagamaan sebagaimana dimaksud daram pasal
5 ayat (1) huruf i meliputi hak:
a- memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut

agaJlra dan kepercayaannya;
b. memperoleh kemudahan 4166s rrelam memanfaatkan tempat peribadatan;c. mendapa.tkan kitab _suci dan lektur ksagrmaan tainnya yang mudah

diakses berdasarkan kebutuhannya ;d. mendapa.tkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat
menjalankan ibadat menurut 

^Eizyr,^ dan k-percayaannya; dan-e. berperan a[fi[ dalarn organisasi keagamaan.

(l)

t

untuk memenuhi hak keagamaan sebagaimana dimaksud daram pasat
34, Pemerintah Daerah wajib:
a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi

oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan



maaing-rnasing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
b. melakukan bimbingan dan penyuluhan ag.ma terhadap penyandang

Disabilitas; dan
c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk

menyediakan sarzrna dan prasarana yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas;

d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah
diakses bedasarkan kebutuhan penyandang Disabilitas.

(21 Dalam pemenuhan hak sebaga.imana dimatsud pada ayat (U,
Pemerintah Daerah dapa.t mengupayakan ketersediaan peneljemah
bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagran Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 36

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak keolahragaan seuagaiorana dimaksud datam
Pasal 5 ayat (1) hurufj meliputi hak:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

melakukan kegiatan keolahragaan;
mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
memperoleh sarana dan prasararra keolahragaan yang mudah diakses;
memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan,
pengembangan dalam keolahragaan ;
menjadi pelaku keolahragaan;

dan

c
h
i.
. mengembangkan industri keolahragnan; dan

meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan d.i semua tingkatan.

Pasal 37

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 38

(l) untuk memerruhi hak keolahragaan sebagaimana diamksud dalam pasal
36, Pemerintah Daerah wajib:
a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang Disab itas;

dan
b. membina dan mrngembangkan olahraga untuk penyandang

Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan
kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

{21 Pengembangan sistem 
- 
keorahragaan sebagaimana iimahua pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus sesuai dengan kondisi
dan ragam disabilitasnya yang meliputi:
a. keolahragaan pendidikan;
b. keolahragaan rekreasi; dan
c. keolahragaan prestasi.

Dalam pelaksanaan Penghormatan, perindungan, dan pemenuhan HakPenyandang Disabilitas, hak kebudayaan aan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf k meliputi hak:a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif

dalam kegiatan seni dan budaya;
b. memperoleh kesamaan dan kesempa.tan untuk merakukan kegiatanwisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi peke{a p".i#ot",

t



danl atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata;
c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi

yang La.yak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan; dan
d. mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan

linguistik.

Pasal 39

(l)

(2t

(3)

Untuk memenuhi hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah wajib:
a. menjarnin Aksesibilitas bag penyandang Disabilitas untuk

mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang

menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas;

c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang
Disabilitas;

d. melindungi hak kekayaan intelektual penyandang Disabilitas; dane. melindung dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung
tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses
sebaga.imana dimaksud pada ayat (l) huruf b *.iiprE penyediaan:
a. informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
b. pemandu wisata yang memiliki ke'nampuan untuk mendeskripsikan

objek wisata bagi wisatawan penyandang Disabilitas netra, memandu
wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan
memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

f9ng9m@ngran potensi. dan kemampuan seni budaya sebagaiman4
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. fasilitas dan penyertaan Penyandang Disabilitas rraram kegiatan seni

budaya;
b- pengembangan kegiatan seni budaya khusus penyandang Disabilitas;

dan
c. pemberian penghargaan kepa.da seniman penyandang Disabiritas atas

karya seni Grbaik.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

palarn pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak kesejahteraan soiial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I meliputi hak:
a. rehabilitasisosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindu ngan sosial.

Pasal 4O

a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial.

+

Pasal 41

untuk memenuhi hak kesejahteraan sosiar sebagaimana dimaksud datamPasal 40, Pemerintah wajib melakukan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang menjamin atses uagi penyandang oisauititaluntut
mendapatkan:



Pasal 42

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikasosial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan lisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. peliayanan Aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i.bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

l2l Pemberian Rehabilitasi sosial oleh pemerintah Daerah sebagaimana
limakgud pada ayat (1) rlitaksa12161 secara persuasif, motivatif, dan
koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 43

(1) Jaminan sosial sebaga-imana dimaksud dalam pasal 41 huruf b diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang Disabilitas miskin atau yang
tidak memiliki penghasilan.

(21 Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (f ) dalam bentuk:
a. asuransi kesejahteraan sosial;
b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
c. bantuan khusus,

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup
pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang
berkaitan.

Pasal 44

(1) Pernberdayaan sosial sebagaimana dimaksud rraram pasal 4l huruf c
dilakukan oleh Pemerintah Daerah mel;alui:
a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
b. penggalian potensi dan sumber daya;
c. penggalian nilai dasar;
d. pemberian akses; dan/atau
e. pemberian bantuan usaha.

(2) Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. pelatihan dan pendampingan;
c. pemberian stimulan;
d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
f. bimbingan lanjut.

Pasal 45

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasat 4r huruf ddilakukan oleh Pemerintah Daeratr melalui bantuan sosial, advokasi sosial,dan/atau bantuan hukum.

t



Bagian Kesebelas
Aksebilitas

Pasal 46

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak aksebilitas sebagaimala dimaksud dalam pasal
5 ayat (1) huruf m meliputi hak:
a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
b. mendapatkan Akomodasi yang I-ayak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi

individu.

Pasal 47

(l) Untuk memenuhi hak Aksebilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal
46, Pemerintah Daerah w4jib:
a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang

Disabilitas;
b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oreh

Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan
izin mendirikan bangunan;

c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bag
Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;

d. menyusun mekanisme audit fasititas Aksesibilitas 6agi penyandang
Disabilitas;

e. menydiakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas;

f. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan

g. mengawasi dan me_mastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh
pengembang msmiliki Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitis.

{21 Infrastruktur yang mudah dial<ses oleh 
- penyaidang Disabilitas

sefageimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a meliputi:
a. bangunan gedung;
b. jalan;
c. permukiman; dan
d. pertamanan dan permakaman.

(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf g termasuk
pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 48

(1) Bangunan gedung ya,g mudah diakses oleh penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruia -"-iiti fungsi:a. hunian;
b. keagamaan;
c. usaha;
d. sosial dan budaya;
e. olahraga; dan
f. khusus.

(21 Bangunan gedung sebaga.imana dimaksud pada ayat (l) harus dilengkapidengan liasilitas dan Aksesibilitas dengat irl-p.rti-u.rgj",
\ebutuhan, fungsi, luas,,dan ketinggian bangunan gedung.(3) leTitik dan/atau ryng9l9ta bangunan gedung yang tidak menyediakan
fasilitas yang mudah 

-diakses oleh penyand.oi -oi"iurtit 
. 

".u"gi-.o"dirnaksud pada ayat (l) dikenai sanksi adrninistratif berupa:a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c- penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan

t



(4)

(1)

(2t

(3)

pembangunan;
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan

gedung;
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
g. pembekuan sertifikat l,aik fungsi bangunan gedung;
h. pencabutan sertifftat laik fungsi bangunan gedung; dan/atau
t perintah pembongkaran bangunan gedung.
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas danAksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal !! aWt (1) huruf b, huruf c, dan huruf J merupakan syarat
dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat lait trngsi U""*;;
gedung.
Pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
|ilaksaTlgn oleh penyedia j"o pengawasan atau manajemen
konstruksi bersertifi kat.
Dalarn pemeriksaan seb.gaimana dimaksud pada ayat (2) harrsmengikutsertakan organisasi perryandang bioUiUL" 'O"rl.a""
Penyandang Disabilitas yang memiliki kealilian di bidang barrgu";
gedung.

Pemerintah- Daerah dapat memfas itasi penyediaan fasilitas yang mudah
$*f.-: pada bangunan rumah tinggal tunggai yang dihuni oten eeiyanaang
Disabilitas.

Pasal 5O

Bagian Keduabelas
Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan penghormatan, perindungan, dan pemenuhan HakPenyandang Disabilitas, hak pelayanan pubtk Jbagaimana aimatsua aaramPasal 5 ayat (l) huruf n meliputi hak:a' memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan pubrik secara
- optimal, wajar, bermartabat tanpa. Diskriminasi; dalb. pendampingan, penerje-.tg; dan penyediaan fasilitas yang mudah

diakses di tempat layanan publik tanpa t mbah.r, biayr.

Pasal 52

t

Pasal 51

(1) Untuk memenuhi hak pel,ayanan publik sebagaimana dimaksud datam
Pasal 51, Pemerintah Daerah wajib:
a. melyediakan pelayanan publik dan pelayanan jasa transportasi
_ publik yang mudah diakses oleh penyand"rrg OioUiiit 

";b' menyebarluaskan dan menyosialisasikan pe,ayanan publik yangmudah diakses kepada p_enyandang Disabilitas aan masya.atai; aanc. menydiakan pa{rluan pelayanan publik yang muaafr" aiatses ofenPenyandang Disabilitas.
(2) l-qhl*"q publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diselenggarakan oleh institusi p.ry.lenggrra';;grr.,

kor,orasi, lembaga 
_inde?enden yang dibentuk 

- 
berdasatan r.rlurrg_undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum tain'yang



dibentuk untuk Pelayanan Rrblik.
(3) Pendanaan pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber

dari:
a. .urggaran dan pendapa.tan belanja daerah; dan/atau
b. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan

pelayanan publik.

Pasa-l 53

(1) Pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal
52 ayat (l) huruf a terdiri atas:
a. pelayanan jasa transportasi darat;
b. transportasi kereta api;
c. transportasi laut; dan
d. transportasi udara.

(21 Dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapa.t bekeda sama-dengan
korporasi atau badan hukum.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 56

Pasal 54

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak pelindungan aa.i bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf o metiputi hak mendapatkan: "a. informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
b. pengetahuan tentang pengurangan risiko 

-bencana;

c. prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan
bencana;

d- fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dane. prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses d-i lokasi pengungsian.

Pasal 55

(l) untuk memenuhi hak pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 54, pemerintah Daerah w4jib mengaribil langkah yang
diperlukan untuk menjamin penanganan penyanJang Disabilitas pada
tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabeniana.

(21 Penanganan eenyan!-ang grisaUrtitas sebagaimana dimaksud pada ayat
[) harus memperhatikan Akomodasi yangLyak dan AksesibiliLs untuk
Penyandang Disabilitas.

(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan
bencana sesuai ketentuan peraturan p.rundarrg_undangan.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Y

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HakPenyandang Disabilitas, hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf p meliputi hak:a. mendapa.tkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif

sesuai dengan kebutuhan;
b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; danc. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan

martabat manusia.



(1) Untuk memenuhi hak habilitas dan rehabilita.si sebaga.imana dimaksud
dalam Pasal 56, Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau
memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang
Disabilitas.

{2) Penyediaan fasilitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan:
a. mencapa.i, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian,

kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang
Disabilitas secara maksimal; dan

b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh
aspek kehidupan.

Pasal 57

Pasal 58

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 59

(l) Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang Disabilitas berfungsi
sebagai sarana:
a. pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
b. untuk mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
c. untuk mempersiapkan penyaldang Disabilitas agar dapa.t hidup

mandiri dalam masyarakat.
(21 Habilitasi dan rehabilitasi penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam bentuk:
a' layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyaralat;

dan
b. layanan habilitasi dan rehabilitasi delam lsrnbaga.

(1)

(2t

(3)

(41

untuk memenuhi hak Konsesi terhadap penyandang Disabilitas
ssfoagaimana rlirnak5sd dalam pasal S ayit (l) huruf ql eemerintah
Daerah wajib memberikan Konsesi untuk ninyandang OisaUititas.
Dalam melaksanakan ketentuan wajib sebagaimana aimatsua pada ayat(1)' Pemerintah Daerah mengupayakan adanya Konsesi y"r,g aiu.itott
oleh pihak/ perusahaan $yasta.
fengupayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukanPemerintah Daerah dalam bentuk -pemberian 

insentif b;d
pihak/perusahaan swasta yang memberikan konsesi kepada penyandanlg
Disabilitas.
Bentu-k dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Pendataan

Pasal 6O

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Fenyandang Disabilitas, hak pendataan sebagaimana dimaksud daram pasar 5
ayat (l) huruf r meliputi hak:

didata sebagai penduduk dengan disabilitas daram kegiatan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

a.

b.
c. t

mendapatkan dokumen kependudukan; dan
mendapa.tkan kartu Penyandang Disabilitas.



Pasal 6l

(1) Untuk memenuhi hat pendataan sebaqaimana dimaksud dalam pasal
60, Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalem psnd6taan dapat
secara aktif menda_ftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama
lain di tempat tinsgalnya.

l2l palarn pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan
pendaftaran atau perubahan data kepada Bupati melalui camat.

(3) Bupati menyampa.ikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepa.da
Menteri.

(41 Sebelum pendaftaran atau perubahan data disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 62

(t)

{2t

(3)

Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi
informasi dan diiadikan sebagai data nasional penyandang Disabilitas.
Data Nasional Penyandang Disabititas sebagaiimana dimaksud pada ayat(U dipergunakan Pemerintah Daerah dalam p.-enrrhan fi.t
Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyaralat sesuai
dengan ketentuan p€raturan perundang-undangan.
Hasil pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan penggunzran
data nasional sebagaip6114 dimaksud pada ayat (2) disampaifln oleh
Pemerintah daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 63

P-goy?rdgrq disabilitas yang telah terdata daram data nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (l), berhak mendapatlan karru penlandang
disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Ketujuh Bel,as
Kemandirian dan Keterlibatan di Masyarakat

Pasal 64

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhaa Hak
Penyandang Disabilitas, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dararn
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (l) huruf s meliputi
hak:
a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk

mendapatkan akses;
b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah danPemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau

pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di darem
- rumah, di tempat permukiman, rnaupun aalam masyarakat; danf. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk birperan'serta daram

kehidupan bermasyarakat.

+



Bagian Kedelapan Belas
Ekspresi, Komunikasi, dan Informasi

Pasal 65

Dalam pelaksanaan Penglror.-matan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh
informasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 ayat (l) huruf t meliputi hak:
a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapa.t;
b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah

diakses; dan
c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi tr.upa

bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi
resmi.

Pasal 66

(u

(21

(3)

Untuk memenuhi hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
sglagaiman4 dimaksud dalam Pasal 65 Pemerintah Daerah wajib:
a. mengakui, meneritna, dan memliasilitasi komunikasi penyandang

Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu ;b. menjamin akses atas informasi untuk penyandang Disabilitas; dan
c. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diiangkau dan

dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat
tinggalnya.

Komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui bantuan
Slat komunikasi dan/atau bentuk Lainnya yang dapat dijangkau sesuai
dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berintiraksi.
Akses atas informasi untuk penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tepat waktu dan tanpa
biaya tambahan dalam bentuk audio dan visual.

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf u meliputi hali:a- berpindah, mernpertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai
- denganketentuanperaturanperundang-undangan;
b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan; danc. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai tengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh
Pelindungan dari Diskrirrrinasi, penelanta.ran,

Penyiksaan, dan Eksploitasi

Bagian Kesembilan Belas
Hak Kewarganegaraan

Pasal 67

Pasal 68

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, hak bebas dari tindakan Dislrriminasi, penelantaran,
p".vrloqt dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pail 5 ayat (l)
huruf v meliputi hak:
a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,

?



bermasyarakat, dan bernegara tanlra rasa takut; dan
b. mendapatkan Pelindungan dari segata bentuk kekerasan fisik, psikis,

ekonomi, dan seksual.

Pasal 69

(1) Untuk memenuhi hak bebas dari tindakan Diskiminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi selagaim€m4 dimaksud dalam pasal 68,
Pemerintah Daerah wajib menjamin:
a. Penyandang Disabilitas bebas dari segata 5s.tuk kekerasan fisik,

psikis, ekonomi, dan seksual; dan
b. Penyandang Disabilitas dapa.t bersosiarisa5i dan berinteraksi daram

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa
takut.

Bagran Kedua puluh satu
Perempuan dan Anak

Pasal 70

(1) untuk memenuhi hak perempuan dan anak penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat {3)l pemerintah
Daerah wajib:
a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk

perempuan dan anak penyandang disabilitas yalg menjidi korban
kekerasan;

b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak
penyandang disabilitas; dan

c. menyediakan rumah am€n yang mudah diakses untuk perempuan
_ dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban teterasan.
n-91Ue_nan Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI

(21

(1)

(21

(3)

(4)

Pasal 7l

Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat
{ablpaten $atagr rangka mela-ksanakan penghormatan, eefinAun[an,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabititas.
fgo$inasi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
dilaksanekan oleh Bupati dengan daerah lain baik artin'gr<at p.oriri.i
dan/atau kabupa.ten/ kota.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
menyelenggarakan dan menyinkronkan t<LUEai<an, p.igr.-, d;
anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemJnuhan hak
Penyandang Disabilitas.
Dalam koordinasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3), Bupati
melaksanakan tugas:
a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangkapelaksanaan Penghormatan, petindungan, dan pemenuhan f,ak

Penyandang Disabilitas;
b. menjamin petaksanaan Fenghormatan, pelindungan, dan pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;c. mewujudkan anggaran p"1**!:." Fenghormatan, pelindungan,
dan Pemenuhan hak penyandang Disabilitas] dand. menyinkronkan penggunaalt anqgaran pelaksanaan penghormatan,
Pelindungan, dan pemenutran [a* pinyandang oisaU?fitas aga,

t



(l)

(21

(3)

(1)

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyediakan anggaran
bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.
Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daera_h;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

berjalan dengan efi sien.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 72

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 74

b. badan hukum dan badan usaha yang mempeke{'akan penyandang
Disabilitas; dan

Dalam pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hakPenyandang Disabilitas, pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada:
a. setia-p.-. orang yang berjasa dalam pemenuhan hak penyandang

Disabilitas;

c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang Disabilitas.
Ketentuan lebih lanjut. mengenai syarat dan tata cara pemberian
penghargaan oleh Pemerinlrh Daerah sebagaimana dimaksud'pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

+

(2t

Pasal 73

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang Disabititas melalui fegiatan:a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
b. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah

padapenyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan penyandang
disabilitas;

c. pendirian fasittas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang
disabilitas;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
e. pengadaan lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha bag

penyandang disabilitas;
f. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dang. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan/itau penyelenggaraan

pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.



BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

penyelenggaran pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

airnaksuldalam- pasal L6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan pendidikan;
c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

BABxI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten
hmbok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Januati2o2

,LBUPATI LOMBOK UTARA,
I

h

I

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 7 Jarruari 2O2O
/ SEKRETARIS DAERAH

/xeeuFarcrt LoMeox urARA+

r
H, SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I,OMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2O2O NOMOR

. NAJMULAKHYAR



PENJEI,,ASAN
ATAS

PERAruRAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2O2O

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I.UMUM
Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan bahwa setiap orang dijamin secana konstitusionat untuk
mendapatlan hak delam berbagai bidang aspek kehidupan dan penghidupa.n
tanpa kecuali. sebagai umat beragama kita yakin bahwa Ttrhan yang Maha
Esa menciptakan manusia dengan kasih dan sayang yang ditujukan untuk
kemuliaan dan kehormatan manusia baik lahir maupun uatin.otetr karena itu
siapapun berhak untuk memperoleh tempat yang layak dan wajar dalam
kehidupan sosial termasuk tentunya para penyandang disabilitas. penyandang
disabilitas sebagai salah satu komponen m""yarrkat yang selama irri b.tu-
mendapatkan jaminan yuridis untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan
perlakuan yang sama mengakibatkan teljadinya disharmoni sosial yang harus
segera mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Sebigai warga
masyarakat, para penyandang disabilitas mempunyai kedudulin, h"k,
kewajiban dan peran yang sa,a dengan warga negara lainnya sehingga adalah
sesuatu yang waljar apali]a gergn penyandang disabilitas daram pemEarrgu.rao
nasional dapat lebih ditingkatkan serta didayagunakan seopti^mal mungkin
melalui 

- 
kemandiria,, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hakpenyandang sehingga mendapatkan penerimaan p.rrui, di segala lapisan

masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.
Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untukmenyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui 'skema jaminan

leseh-aqm -masyarakat, 
jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kJsehatan

daerah.Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penya;dang disabititas untuk
mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut.Informalsi tentang adanyajaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oten Ltuarla
penyandang disabilitas.penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartujuga_ masih menghadapi peryafan dengan mobilitas ke unit p"f"y"rr*
kesehatan.Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada peraturan Daerah
yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kuaritas hidup para
penyandang disabilitas. Secara umum, peraturan Daerah ini memuat materipokok yang disusun secara sistematis yakni berdasarkan prinsip-prrnsip yangharus dipergunakan dalam pelaksanaan peraturan Daerah, f""gt o.io"t"rr,perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yan; ,,i.rip,,ti t"t
lntuk- mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kisehatan, 

""surJ *oi-- u.a"y"
{an olah raga, poritik, hukum serta penanggulangan Lrr".rr", 

"t"Lstilit "dan lain sebaga.inya.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan openyandang Disabilitas fisilC adalah
lerg3nggunya fungsi ggraf , arrtara lain amputasi, lumpuh
layuh atau kaku, paraplegr, celebral patsy (Cp), akibat stroke,
akibat kusta, dan orang kecil.



Hurufb
Yang dimaksud dengan'Penyandang Disabilitas intelektual"
adal,ah tergangunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di
bawah rata-rata, antaxa lain lambat belajar, disabilitas grahita
dan down syndrom.

Hurufc
Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental"
adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara
Iain:
a. psikososial di antaranya slcizofr,enia, bipolar, depresi,

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada

kemampuan inrcraksi sosial di antaranya autis dan
hiperaktif.

Huruf d
Yang rlimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorip
adalah terganggunya salah satu fungsi dari pa.nca indera,
antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau
disabilitas wicara.

Ayat(21
Yang dirneksud dengan "Fenyandang Disabilitas ganda atau multi"
adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih
ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan
disabilitas netra-tuli.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
C\rkupjelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah
Diskriminasi yang dialami perempuan t arera jenis
kelemirylya setagai perempuan dan sebagai penyandang
pisabilifas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempa.tanyars ATI dalam keluarga, masUrarakat, dan negara di
berbagai bidang kehidupa.n.

Hurufd
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimalsud dengan "keluarga. perrgganti" adalah orang tuaasuh, orang tua angkat, wali, danTatau lembaga yang
menjalankan peran dan tanggung jawab untuk mdueritart
perawatan dan penga.suhan kepada anak.

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.

Pasd 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jetras.

Pasal 9
Cukupjelas.

hsal 10
Hurufa

Cukup jelas.
Hurufb

Cukup jelas.
Hurufc

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jel,as.
Huruf f

Cukup jelas.
Hurufg

Tekanan, kekerasan, perrganiayaan, Diskriminasi, denfatau
perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam
bentuk pemaksaan tinggd di panti, pemaksaan penggunaan alat
kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan,
perrasungan, penyekapan, atau pengurungan.

Hurufh
Cukup je1as.

Hurufi
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan secara inklusiP adalah
bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk

beleiar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang
Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tingg.
Yang dimaksud dengan "pendidikan secara khusus" adalah
pendidikan yang hanya memberikan layanan kepa.da peserta didik
Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus,
proses pembel,ajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan
dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di
tempat belajar khusus.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jel,as.

Pasat 13
Ayat (1)

huruf a
Yang dimaksud dengan "jalur pendidikan" adalah jalur formal,
nonformal, dan informal.
Yang dirnaksud dengan Jenis pendidikan" adalah pendidikan
llmum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.



Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurufc

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahasa isyarat", termasuk bahasa
isyarat Indonesia (Bisindo).Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc
Yang dimaksud dengan "program kompensatorik" adalah
tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi
dalam proses beleiar dan evaluasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (l)

Cukup jelas.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "program dan kegiatan tertentu", antara
lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk iugas belajar, sertifikasipendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga tpendidikan
khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnfa.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Hurufa

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "program kembali bekerja" adalah
rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan keda
maupun penyakit akibat keq'a melalui pelayanan kesehatan,
rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapa.t kembali bekerja.

Huruf f
CukupjeLas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a
Cukupjelas.

Huruf b
Cukupjelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Insentif kepada perusahaan swasta yang mempe.kedakan
Penyandang Disabilitas, antara lain kemudah ar,- pizrrral.,
pengharg- aan, dan bantuan penyediaan fasilitas tirja yang
mudah diakses.

Huruff
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jelas.

Huruf i
Cukupjelas.

Hurufj
Cukup jelas.

Huruf k
Cukupjelas.

Ayat (21

Cukupjelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 2O

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.



Pesal 24
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber daya di bidang kesehatan" adalah
segata bentuk dana, terraga, perbekalan kesehatan, sediaan
fannasi dan alat kesehatan, serta Iiasilitas pelayanan kesehatan
dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah,
dan/atau masyaxakat.

Huruf c
Pelayanan kesehatan yang ernan, brmutu, dan terjangkau
termasuk deteksi dan interueasi dini.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jeLas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepa.stian hukum
bahwa setiap Penyandang Disabititas tidak boleh digunakan untuk
percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan
pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hurufh
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a
Yang dirnaksq6 dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalahsuatu aiat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upa,ya pelayanan kesehatan, baik promotif,
preventif, kurat{ maupun rehabilitatif yang dilakutan oleh
Pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud derrgan "standar, adalah standar pelayanan,
profesi, dan prosedur operasional.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan
keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain teniga
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga
kesehatan gasyarafat, tenaga kesehatan ti"gk""g;, t rd;
gzn, tenaga fisik, dan tenaga keteknisan-merdis.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruff
Cukup jelas.

Hurufg
Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jelas.

Hurufi
Cukup jelas.

Hurufj
Cukupjelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib merujuk kepada tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilita.s pelayanan
kesehatan lain", antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan
telekardiologi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan "alat nonkesehatan" adalah alat_alat yang
digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk penyandang
Disabilitas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 3O
Cukup jelas.

Pasal 31
Huruf a

Yang dimaksud dengan "jabatan publik" adalah jabatan pada
Pemerintahan Daerahdan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahaan
Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
angg€rran pendapa.tan dan belanja daerah.

Huruf b
Cukup je1as.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jel,as.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jel,as.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.



Pasal 38
CukuP jelas.

Pasal 39
Ayat (l)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni,
pertunjukan seni, p.meran seni, festival seni, dan kegiatan
seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat
daerah, nasional, maupun intemasional-

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Ayat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan "taktif adalah informasi dalam bentuk
sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Hurufb
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4O
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas,

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan "advokasi", antara lain dalam bentuk
penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan
bimbingan teknis.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "fasilitas untuk pejalan kaki yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas" merupakan
prasarana moda transportasi yang penting, antara lain
trotoar dan penyeberargan jalan di atas jalan, pada
permukaan jalan, dan di bawah ja1an.

Huruf f
Cukup jelas.



Hurufg
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukupjel,as.

Ayat {3)
Cukup jelas.

Pasa] 48
Ayat (1)

Huruf a
Yang rlirnaksud dengan "fungsi hunian" adalah bangunan
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal,
seperti apartemen, asriEurra, rumah susun, flat atau sejenisnya
harus mudah diakses oleh penyandang Disabilitas, namun
tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sederhana.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "fungsi keagamaan" adalah bangunan
gedung, yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan ibadah, antara Lain masjid, gereja, pura, *ihar.,
dan kelenteng.

Hurufc
Yang dimaksud dengan "fungsi usaha" adalah bangunan
gedung y€rng mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedring
untuk perkantoran, petdagangan, perindustrian, perhotelan,
wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpa.nan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "fungsi srosial dan budaya" adalah
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan kegiatan sosiat dan budaya yang meliputi
bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, folay.rrar.
kesehatan, Laboratorium, dan pelayanan umum.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "fungsi khusus" adalah bangunan
gedung- yang mempunyai fungsi urarna sebagai tempat
melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat lisrahasiean
tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapa.tmembahayakan di sekitamya dan/aiau
mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan godung
untuk rearrtor nuklir, instalasi pertaha,an dan keamanan dan
bangunan sejenis yang rtiputuskan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum.

Ayat l2l
Cukup jel,as.

Ayat (3)
Cukupjelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukupjelas.

Pasal 5f
Hurufa

Cukup jelas.



Hurufb
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media,
sarana, dan prasarana.

Pasal 52
Cukup jel,as.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jel,as.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jel,as.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 6O
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "media yang mudah diakses" adalah media
komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam penyandang
Disabilitas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "komunikasi augmentatif adalah
komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 66
Ayat (1)

Huruf a
Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk
penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf
braille' audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar
kesetaraan dengan yang Lainnya.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jeLas.

Pasaf 68
Cukup jelas.



Pasal

Fasal

Pasal

Pasal

Pasa1

Pasal

Pasal

Pasal

69
Cukup jelas.
70
Cukup jelas.
7l
Cukup jelas.
72
Cukup jelas.
73
Cukup jelas
74
Cukup jelas.
75
Cukupjelas.
76
Cukup jel,as.
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